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PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP MENINGKATNYA 
KASUS WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE 
BERBASIS CASH ON DELIVERY MENURUT UNDANG-UNDANG 

NOMOR 8 TAHUN 1999 
 

Muhammad Irfan Hakim 
Fakultas Hukum, Univesitas Islam Malang 

 
      Pada tugas akhir ini, penulis mengangkat judul Perlindungan Hukum 

Konsumen Terhadap Meningkatnya Kasus Wanprestasi Dalam Transaksi Jual 
Beli Online Berbasis Cash on delivery Menurut Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999. Pemilihan judul tersebut dilatar belakangi oleh banyaknya kasus 
yang terjadi di masyarakat, khususnya konsumen sebagai subjek terakhir 
dalam transaksi jual beli online berbasis COD. Perundang-undangan di 
Indonesia telah mengatur mengenai jual beli online atau transaksi elektronik 
dan jelas didalamnya mengatur mengenai proses jual beli online atau transaksi 
elektronik yang baik dan benar. Namun masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui ataupun memahami tentang peraturan tersebut, sehingga 
perlunya penelitian ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat 
mengenai bentuk perlindungan hukum serta mekanisme penyelesaian hukum 
jika mengalami wanprestasi dalam jual beli online berbasis COD. 

      Berdasarkan latar belakang tersebut, tugas akhir ini mengangkat 
rumusan masalah sebagi berikut: 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum 
terhadap konsumen atas wanprestasi pelaku usaha dalam transaksi jual beli 
online berbasis Cash on delivery menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Bagaimana mekanisme penyelesaian 
hukum terhadap kasus wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli 
online berbasis Cash on delivery. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 
yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan 
serta pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui studi 
kepustakaan, dengan bahan hukum primer maupun sekunder, selanjutnya 
analisis bahan hukumnya ialah interpretasi sistematis dengan melihat pada 
hubungan di antara suatu aturan dalam undang-undang yang saling 
bergantungan. 

       Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 1999 
telah memberikan informasi secara detail mengenai bagaimana hak pelaku 
usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli, juga bentuk 
perlindungan hukum beserta mekanisme penyelesaian hukum jika mengalami 
wanprestasi dalam transaksi jual beli, khususnya bagi konsumen. Hal ini juga 
dilengkapi dengan perundang-undangan terbaru yang relevan dengan proses 
transaksi jual beli online berbasis COD. 

Banyak undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai jual beli 
online atau transaksi elektronik ini. Sehingga atas penelitian ini diharapkan 
dapat memberi informasi kepada konsumen terkait bentuk perlindungan 
hukum serta mekanisme penyelesaian hukum atas wanprestasi yang dialami 
dalam jual beli online berbasis COD. 
Kata Kunci: Jual Beli Online; Cash on delivery (COD); Wanprestasi, 
Perjanjian; Perlindungan Hukum Konsumen. 
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SUMMARY 
CONSUMER LEGAL PROTECTION AGAINST THE INCREASE IN CASES 

OF DEFAULT IN ONLINE SALES TRANSACTIONS BASED ON CASH 
ON DELIVERY ACCORDING TO LAW NUMBER 8 OF 1999 

Muhammad Irfan Hakim 
Faculty of Law, University of Islam Malang 

 
In this final project, the author raises the title Legal Protection of 

Consumers Against the Increase in Cases of Default in Cash on delivery Online 
Sales Transactions According to Law Number 8 of 1999. The choice of title 
was motivated by the large number of cases occurring in society, particularly 
involving consumers as the final subjects in COD-based online sales 
transactions. Indonesian legislation regulates online sales or electronic 
transactions and clearly stipulates the proper and correct process for online 
sales or electronic transactions. However, many people are still unaware of or 
do not understand these regulations, hence the need for this study to provide 
information to the public regarding the form of legal protection and legal 
settlement mechanisms in the event of default in online sales based on COD. 

Based on this background, this final project raises the following research 
questions: 1. What form of legal protection is available to consumers against 
business operators' default in online sales transactions based on Cash on 
delivery according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection 
2. What is the legal mechanism for resolving cases of default in online sales 
transactions based on Cash on delivery This research is a normative legal study 
using a legislative approach and a conceptual approach. Legal materials were 
collected through literature studies, using both primary and secondary legal 
materials. The analysis of the legal materials was a systematic interpretation, 
looking at the relationship between interdependent rules in the law. 
      The results of this study indicate that Law No. 8 of 1999 provides detailed 
information on the rights of business actors and consumers in conducting sales 
transactions, as well as the forms of legal protection and legal settlement 
mechanisms in the event of default in sales transactions, especially for 
consumers. This is also supplemented by the latest legislation relevant to COD-
based online sales transactions. 

There are many laws and regulations governing online sales or electronic 
transactions. Therefore, this research is expected to provide consumers with 
information regarding the form of legal protection and legal settlement 
mechanisms for defaults experienced in COD-based online sales. 
Keywords: Online Buying and Selling; Cash on delivery (COD); Agreement, 
Consumer Legal Protection.
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
 

 Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada era digital telah 

membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 

bidang ekonomi dan perdagangan. Aktivitas jual beli yang dulunya dilakukan 

secara tatap muka kini beralih menjadi transaksi elektronik melalui internet. 

Kemudahan akses jaringan, efisiensi biaya, serta kemajuan sistem 

pembayaran daring menjadikan perdagangan digital semakin diminati 

masyarakat.1Fenomena ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 

1945 (UUD 1945) yang menegaskan pentingnya peningkatan kesejahteraan 

melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, perkembangan 

tersebut juga menimbulkan tantangan baru di bidang hukum. Dalam 

praktiknya, banyak pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya, seperti 

mengirim barang yang tidak sesuai pesanan, cacat, bahkan tidak dikirim sama 

sekali. Keadaan ini menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu dan 

mencipatakan ketidakpastian hukum, khususnya dalam sistem pembayaran 

Cash on delivery (COD). 

 Metode ini menjadi andalan para pelaku usaha dengan merujuk pada data 

survei oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2022 yang 

menunjukkan bahwa 83,11% usaha e-commerce lebih mengandalkan metode 

pembayaran Cash on delivery2. Artinya, semakin banyaknya penggunaan 

 
1 Arief, B. N. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. 1 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 

2016), 43. 
2 Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN RI), Statistik Pengaduan Konsumen 

(Jakarta: BPKN RI, 2025), diakses dari https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan pada 6 november 
2025 

https://bpkn.go.id/statistik_pengaduan
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metode ini dalam setiap transaksi jual beli online, maka semakin beraneka 

ragam pula permasalahan yang terjadi, khususnya terkait kasus wanprestasi 

yang jumlahnya semakin meningkat. Data terbaru dari Badan Pengaduan 

Konsumen Republik Indonesia (BPKN RI) menyatakan bahwa per 10 Juni 

2025, pengaduan terhadap usaha e-commerce menduduki urutan ke 2 setelah 

jasa keuangan dengan 420 kasus3. Artinya, permasalahan terhadap e-

commerce telah menjadi perhatian khusus setiap tahunnya.  

 

Gambar 1.1 Penipuan Cash on delivery E-commerce 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Cacco Inc. pada Mei 2025, 

menyebutkan apabila 58% pengguna E-commerce pernah mengalami 

penipuan dalam transaksi COD dan menjadi peringkat pertama dalam kategori 

penipuan dalam E-commerce. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi para 

pihak untuk terus mengevaluasi secara berkala mengenai metode COD dalam 

sistem E-commerce sendiri. 

 
3 Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik E-commerce 2022 (Jakarta: BPS RI, 2022) diakses 

dari www.bps.go.id 
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Salah satui contoh nyata kasuis wanpreistasi dalam transaksi juial beili onlinei 

beirbasis Cash On Deiliveiry (COD) teirjadi pada Mareit 2024 yang dikuitip dari 

Meidia Konsuimein4. Seiorang konsuimein meilakuikan peimeisanan handphonei 

Samsuing A54 8/256 GB seiharga Rp 3.868.760 meilaluii platform Shopeiei 

deingan meitodei peimbayaran COD pada tanggal 16 Mareit 2024. Seiteilah 

konsuimein meimbayar seijuimlah Rp 3.868.760 seicara tuinai keipada kuirir saat 

barang diteirima, teirnyata isi pakeit yang diteirima hanya beiruipa duis kosong 

tanpa barang yang dipeisan. Leibih lanjuit diteimuikan bahwa nomor reisi yang 

teirteira pada pakeit buikanlah nomor reisi transaksi yang seibeinarnya. Kasuis ini 

meinuinjuikkan bahwa meiskipuin konsuimein teilah meilakuikan peimbayaran 

seisuiai keiseipakatan dalam meitodei COD, peilakui uisaha teitap meilakuikan 

wanpreistasi deingan tidak meinyeirahkan barang seisuiai peirjanjian. Kondisi ini 

meiruigikan konsuimein seicara mateiriil dan meinimbuilkan keitidakpastian huikuim 

dalam transaksi eileiktronik, khuisuisnya yang meingguinakan sisteim 

peimbayaran COD. 

 Meinuiruit Pasal 1320 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Peirdata (KUiHPeirdata), 

suiatui peirjanjian dianggap sah apabila meimeinuihi eimpat syarat, yaitui adanya 

keiseipakatan para pihak, keicakapan huikuim, objeik teirteintui, dan seibab yang 

halal.5 Dalam transaksi eileiktronik, huibuingan huikuim antara peilakui uisaha dan 

konsuimein meiruipakan beintuik peirjanjian yang meinimbuilkan hak keiwajiban 

timbal balik. Apabila salah satui pihak tidak meilaksanakan keiwajibannya, maka 

dapat dikateigorikan seibagai wanpreistasi. 

 
4 Media Konsumen, ‘’Beli HP Samsung A54 di Shopee Pakai COD, Malah Dapat Dus 

Kosong’’, mediakonsumen.com, 1 April 2024, 
https://mediakonsumen.com/2024/04/01/surat-pembaca/beli-hp-samsung-a54-di-shopee-
pakai-cod-malah-dapat-dus-kosong  
5 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). 

173. 

https://mediakonsumen.com/2024/04/01/surat-pembaca/beli-hp-samsung-a54-di-shopee-pakai-cod-malah-dapat-dus-kosong
https://mediakonsumen.com/2024/04/01/surat-pembaca/beli-hp-samsung-a54-di-shopee-pakai-cod-malah-dapat-dus-kosong
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 Uintuik meinjamin peirlinduingan teirhadap hak konsuimein, peimeirintah 

meingeiluiarkan Uindang-Uindang (UiUi) No. 8 Tahuin 1999 teintang Peirlinduingan 

Konsuimein. Reiguilasi ini beirtuijuian meimbeirikan rasa aman dan tangguing 

jawab peilakui uisaha atas produik yang dipeirdagangkan. Dalam konteiks juial 

beili onlinei beirbasis COD, peingatuiran ini meinjadi peinting, meingingat masih 

tingginya peilanggaran teirhadap hak-hak konsuimein.6 Asas-asas peinting dalam 

huikuim peirjanjian seipeirti keibeibasan beirkontrak, konseinsuialismei, keipastian 

huikuim, dan itikad baik juiga meinjadi fondasi huibuingan antara peilakui uisaha 

dan konsuimein. Asas itikad baik, seibagaimana diatuir dalam Pasal 1338 ayat 

(3) KUiHPeirdata, meinuintuit agar peirjanjian dilaksanakan seicara juijuir dan 

beirtangguing jawab. Namuin, dalam praktiknya, prinsip ini seiring diabaikan 

dalam transaksi juial beili onlinei seihingga meinimbuilkan seingkeita.  

 Meilihat tingginya peilanggaran dalam transaksi juial beili onlinei beirbasis 

COD, peirlui dilakuikan analisis yuiridis uintuik meingeitahuii bagaimana 

meikanismei peirlinduingan huikuim teirhadap konsuimein diteirapkan seicara 

eifeiktif.  

 Oleih kareina itui, peineilitian ini beirjuiduil “Perlindungan Hukum 

Konsumen terhadap Meningkatnya Kasus Wanprestasi dalam 

Transaksi Jual Beli Online Berbasis Cash on delivery Menurut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen.” Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan kontribuisi teioreitis 

dan praktis dalam meimpeirkuiat peineirapan prinsip peirlinduingan huikuim bagi 

konsuimein di eira digital. 

 
6 May Shinta Dkk, 2022, Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis COD (Cash 

on delivery), alhamra: jurnal studi islam, Volume 3, 12. https://jurnalnasional.ump.ac.id/. 
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B. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan latar beilakang masalah yang teilah dijeilaskan seibeiluimnya, 

peinuilis meiruimuiskan masalah seibagai beirikuit: 

1. Bagaimana beintuik peirlinduingan huikuim teirhadap konsuimein atas 

wanpreistasi peilakui uisaha dalam transaksi juial beili onlinei beirbasis Cash On 

Deiliveiry (COD) meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 teintang 

Peirlinduingan Konsuimein? 

2. Bagaimana meikanismei peinyeileisaian huikuim teirhadap kasuis wanpreistasi 

yang teirjadi dalam transaksi juial beili onlinei beirbasis Cash On Deiliveiry 

(COD)? 

C. Tujuan Penelitian 

Peinuilisan skripsi ini meimuiat seijuimlah tuijuian yang heindak dicapai meilaluii 

keigiatan peineilitian, yaitui: 

1. Uintuik meineilaah beintuik peirlinduingan huikuim teirhadap konsuimein atas 

wanpreistasi peilakui uisaha dalam transaksi juial beili onlinei beirbasis Cash On 

Deiliveiry meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 teintang 

Peirlinduingan Konsuimein. 

2. Uintuik meineilaah meikanismei peinyeileisaian huikuim teirhadap kasuis 

wanpreistasi yang teirjadi dalam transaksi juial beili onlinei beirbasis Cash On 

Deiliveiry. 

D. Manfaat Penelitian 

Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan manfaat beiruipa kontribuisi 

yang signifikan baik dalam aspeik praktis seibagai acuian bagi peineigakan 

huikuim mauipuin dalam ranah teioritis seibagai peinguiatan kajian akadeimik di 

bidang huikuim peirdata, yaitui: 



6 
 

 
 

1. Secara Teoritis 

a. Atas peinuilisan ini, peinuilis beirharap bisa meimbeirikan tambahan dan 

informasi meingeinai kapan individui dapat dinyatakan wanpreistasi dalam 

juial beili onlinei beirbasis meitodei cash on deiliveiry, seirta peirlinduingan 

huikuim apabila ada pihak dinyatakan wanpreistasi. 

b. Atas peinuilisan ini, peinuilis beirharap dapat meimbeirikan contoh peineilitian 

yang baik dan bisa dijadikan acuian mauipuin reifeireinsi bagi pihak yang 

ingin meilakuikan peineilitian seiruipa di masa deipan. 

c. Atas peinuilisan ini, peinuilis beirharap dapat mampui meinambah keikayaan 

ilmui di bidang huikuim peirdata seirta meinjadi acuian yang beirmanfaat 

bagi para peineiliti beirikuitnya dalam meingeimbangkan kajian seiruipa. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

  Atas peinuilisan ini, peinuilis beirharap masyarakat dapat 

meindapatkan ilmui seirta peingeitahuian, bagi yang peirnah meinjadi peilakui 

dalam transaksi juial beili onlinei beirbasis meitodei cash on deiliveiry. Hal ini 

meincakuip peimahaman meingeinai kriteiria individui yang dikatakan 

wanpreistasi seirta meikanismei peirlinduingan huikuim apabila salah satui 

pihak wanpreistasi. 

b. Bagi Peineigak Huikuim 

  Atas peinuilisan ini, peinuilis beirharap dapat meinambah wawasan 

bagi praktisi huikuim, aparat peineigak huikuim, dan masyarakat uimuim 

teirkait kriteiria kapan seiseiorang dapat dikateigorikan meilakuikan 

wanpreistasi dalam transaksi juial beili beirbasis cash on deiliveiry dan 

beirbeida dari juial beili pada uimuimnya. 
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c. Bagi Peinuilis 

  Atas peinuilisan ini, peinuilis beirharap dapat meimpeirkaya kompeiteinsi 

inteileiktuial peinuilis, seikaliguis suimbeir peimbeilajaran dan peingeimbangan 

akadeimik. Seilain itui, peineilitian ini diharapkan dapat meinjadi 

peingalaman dan keinangan beirharga yang meingabadikan peirjuiangan 

peinuilis seilama masa peirkuiliahan dan proseis peinyuisuinan karya ilmiah.  

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Peiineiilitian ini meiingguiinakan meiitodeii yuiiridis normatif. Istilah yuiiridis 

normatif tidak lazim diguiinakan dalam peiineiilitian huiikuiim, namuiin uiintuiik 

meiimpeiirjeiilas, peiineiilitian ituii haruiis diteiigaskan meiilaluiii tuiilisan, cuiikuiip diseiibuiit 

jika peiineiilitian ini meiiruiipakan peiineiilitian huiikuiim. Atas peiinjeiilasan ini, 

peiineiilitian meiimiliki sifat normatif. Namuiin, peiindeiikatan seiirta bahan yang 

dipeiirguiinakan haruiis dipaparkan.7 Peiineiilitian ini dilakuiikan deiingan teiilaah 

analisis beiirbagai stuiidi keiipuiistakan, teiirmasuiik di dalamnya yaituii bahan 

huiikuiim primeiir, seiikuiindeiir dan teiirtieiir, baik ituii dokuiimeiin atauiipuiin peiiratuiiran 

peiiruiindang-uiindangan reiileiivan yang beiirkaitan deiingan analisis yuiiridis 

normatif meiilaluiii masalah yang dibahas8. 

2. Pendekatan Penelitian 

Peiineiilitian yuiiridis normatif meiimiliki beiibeiirapa jeiinis peiindeiikatan. Dalam 

peiineiilitian ini diguiinakan duiia peiindeiikatan, yaituii: 

 

 

 
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 56. 
8Ahmad Syaifudin Dan Elisatin Ernawati, Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum 

Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19, Journal Of Judicial Review, 
2020, Volume 22, 197. https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/1502. 
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a. Peiindeiikatan Peiiruiindang-uiindangan (Statuiiteii Approach) 

Deiingan peiindeiikatan ini, peiineiiliti peiirluii meiingkaji hieiirarki dan prinsip-

prinsip dalam seiitiap peiiratuiiran peiiruiindang-uiindangan. Dalam Pasal 1 

Angka 2 Uiindang-Uiindang Nomor 12 Tahuiin 2011 meiingeiinai 

Peiimbeiintuiikan Peiiratuiiran Peiiruiindang-Uiindangan, peiiratuiiran peiiruiindang-

uiindangan adalah seiibuiiah peiiratuiiran teiirtuiilis yang meiimuiiat norma huiikuiim 

dan beiirlakuii bagi khalayak uiimuiim. Peiiratuiiran ini dibeiintuiik atauii diteiitapkan 

oleiih leiimbaga neiigara mauiipuiin peiijabat beiirweiinang meiilaluiii tata cara yang 

diteiintuiikan oleiih atuiiran peiiruiindang-uiindangan. Meiilaluiii deiifinisi teiirseiibuiit, 

dapat dipahami bahwa yang diartikan seiibagai statuiiteii teiirdiri dari leiigislasi 

(uiindang-uiindang) seiirta reiiguiilasi (atuiiran). Artinya, peiindeiikatan peiiratuiiran 

peiiruiindang-uiindangan meiimiliki sifat peiindeiikatan leiigislasi seiirta reiiguiilasi.9 

b. Peiindeiikatan Konseiiptuiial (Conceiiptuiial Approach) 

Dalam konseiip peiineiilitian huiikuiim, seiiorang peiineiiliti haruiis beiirangkat 

meiilaluiii pandangan seiirta doktrin yang teiirbeiintuiik di bidang huiikuiim, 

artinya apa yang nantinya di keiimbangkan nantinya meiineiirapkan 

peiindeiikatan konseiiptuiial beiirbasis prinsip dalam huiikuiim. Prinsip ini bisa 

kita juiimpai meiilaluiii peiirspeiiktif para sarjana mauiipuiin doktrin huiikuiim. 

Konseiip huiikuiim dapat kita juiimpai juiiga dalam peiiratuiiran peiiruiindang-

uiindangan, walauiipuiin tidak seiicara speiisifik.  Namuiin deiimikian, peiineiiliti 

haruiis leiibih dahuiiluii meiinguiiasai konseiip teiirseiibuiit meiilaluiii peiimikiran seiirta 

doktrin yang ada.10 

 

 
9 Peter Mahmud Marzuki, op cit, 137. 
10 Ibid, 177. 
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3. Bahan Hukum 

Peiineiilitian ini meiingguiinakan bahan huiikuiim primeiir dan seiikuiindeiir seiibagai 

peiidoman peiinuiilisan, yaituii: 

1. Bahan huiikuiim primeiir adalah bahan huiikuiim deiingan sifat otoritas. Bahan 

huiikuiim ini beiirisi peiiratuiiran peiiruiindang-uiindangan, catatan reiismi mauiipuiin 

dokuiimeiin dalam peiinyeiileiinggaraan peiiruiindang-uiindangan seiirta puiituiisan 

hakim.11 Meiilaluiii peiineiilitian ini, bahan huiikuiim primeiir yang dipeiirguiinakan 

adalah: 

a. KUiiH Peiirdata. 

b. Uiindang-Uiindang Nomor 8 Tahuiin 1999 teiintang Peiirlinduiingan 

Konsuiimeiin. 

c. Uiindang-Uiindang No 01 Tahuiin 2024 teiintang Peiiruiibahan keiiduiia atas 

Uiindang  Uiindang No 11 Tahuiin 2008 teiintang Informasi dan Transaksi 

Eiileiiktronik. 

d. Uindang-Uindang No. 7 Tahuin 2014 teintang Peirdagangan. 

e. PP Nomor 80 Tahuin 2019 teintang Peirdagangan Meilaluii Sisteim 

Eileiktronik. 

2. Bahan huiikuiim seiikuiindeiir dalam peiineiilitian ini yaituii puiiblikasi meiingeiinai 

huiikuiim yang buiikan teiirmasuiik dokuiimeiin reiismi. Bahan huiikuiim peiineiilitian 

ini didapat meiilaluiii buiikuii teiiks dari ahli huiikuiim, juiirnal huiikuiim, artikeiil, 

inteiirneiit, seiirta kamuiis huiikuiim dan suiimbeiir lain yang reiileiivan dalam 

meiinuiinjang peiineiilitian ini.12 

 

 
11 Ibid, 181. 
12 Ibid, 111-112. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teiiknik peiinguiimpuiilan bahan huiikuiim dalam peiineiilitian ini meiingguiinakan 

stuiidi keiipuiistakaan, yaituii meiinguiimpuiilkan data meiilaluiii peiineiilaahan 

peiiratuiiran peiiruiindang-uiindangan, dokuiimeiin reiismi, dan liteiiratuiir reiileiivan 

deiingan peiirmasalahan peiineiilitian, yang keiimuiidian diklasifikasikan 

beiirdasarkan jeiinisnya.13 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Peiineiilitian normatif dapat meiingguiinakan beiirbagai teiiknik analisis bahan 

huiikuiim, di mana peiineiilitian ini meiingguiinakan teiiknik inteiirpreiitasi sisteiimatis. 

Inteiirpreiitasi sisteiimatis meiiruiipakan peiinafsiran yang meiimpeiirhatikan 

keiiteiirkaitan antara keiiteiintuiian-keiiteiintuiian dalam peiiratuiiran peiiruiindang-

uiindangan. Seiilain ituii, keiiteiirkaitan teiirseiibuiit tidak hanya beiirsifat teiiknis, 

namuiin juiiga haruiis ditinjauii dari prinsip yang meiindasarinya. Inteiirpreiitasi 

sisteiimatis beiirpijak pada peiimikiran bahwa uiindang-uiindang meiiruiipakan satuii 

keiisatuiian uiituiih dan tidak ada keiiteiintuiian yang dapat dipandang beiirdiri 

seiindiri.14 

F. Sistematika Penulisan 

Peiidoman peiinuiilisan peiineiilitian ini meiingikuiiti peiidoman yang teiilah diteiitapkan 

dalam Karya Ilmiah Fakuiiltas Huiikuiim Uiiniveiirsitas Islam Malang, yang teiirdiri 

dari beiibeiirapa bab, yaituii: 

 

 

 

 
13 Ibid, 46. 
14 Ibid, 111-112. 
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BAB I: PENDAHULUAN 

 Bab ini meiimuiiat latar beiilakang masalah, ruiimuiisan masalah, tuiijuiian 

peiineiilitian, manfaat peiineiilitian, meiitodeii peiineiilitian, dan sisteiimatika peiinuiilisan 

yang meiinguiiraikan isi peiineiilitian seiicara keiiseiiluiiruiihan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini meiinguiiraikan tinjauiian puiistaka yang meiincakuiip tinjauiian uiimuiim 

meiingeiinai teiori peirlinduingan huikuim dan konsuimein, tinjauiian uiimuiim teiintang 

juiial beiili (peiingeiirtian juiial beiili, peiingeiirtian juiial beiili seiicara onlineii, para pihak 

dalam juiial beiili onlineii, dan peiiratuiiran dalam juiial beiili onlineii, tinjauian uimuim 

meingeinai peingeirtian dan konseip cash on deiliveiry, peiirjanjian (peiingeiirtian 

peiirjanjian, preiistasi, wanpreiistasi, dan hapuiisnya peiirikatan dan peiimbatalan 

peiirjanjian), tinjauiian uiimuiim teiintang asas dalam peiirjanjian (asas uiimuiim dalam 

huiikuiim peiirdata, asas uiimuiim diluiiar huiikuiim peiirdata, dan uiinsuiir peiirjanjian). 

BAB III: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini meiimbahas seiicara meiindalam peiirmasalahan yang teiilah 

diruiimuiiskan seiibeiiluiimnya, meiilipuiiti: 

1. Wanpreiistasinya seiiseiiorang yang diseiibabkan oleiih keiisalahannya, baik akibat 

keiilalaiannya mauiipuiin diseiingaja kareiina tidak meiimeiinuiihi suiiatuii 

keiiwajibannya. Dalam transaksi juiial beiili onlineii deiingan sisteiim cash on 

deiiliveiiry, ada beiibeiirapa beiintuiik wanpreiistasi oleiih peiinjuiial dan peiimbeiili, yaituii: 

a. Peiinjuiial yang diseiibuiit wanpreiistasi dalam juiial beiili onlineii beiirbasis cash 

on deiiliveiiry dicirikan seiibagai beiirikuiit: 

a) Barang yang dikirimkan tidak seiisuiiai deiingan yang dipeiirjanjikan. 

b) Keiiteiirlambatan peiingiriman barang dai waktuii yang teiilah diseiipakati. 
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c) Peiinjuiial sama seiikali tidak meiilakuiikan peiingiriman barang keiipada 

peiimbeiili. 

b. Peiimbeiili yang dikatakan wanpreiistasi dalam juiial beiili onlineii beiirbasis cash 

on deiiliveiiry: 

a) Peiimbayaran meiileiiwati waktuii yang diteiintuiikan. 

b) Juiimlah peiimbayaran tidak seiisuiiai deiingan yang dipeiirjanjikan. 

c) Tidak meiilakuiikan peiimbayaran keiitika barang sampai keii tangan 

peiimbeiili. 

2. Seiiorang peiineiirima kuiiasa seiibaiknya beiirhati hati dari hal-hal dibawah ini 

agar teiirhindar dari wanpreiistasi dalam juiial beiili onlineii deiingan meiitodeii cash on 

deiiliveiiry: 

a. Peiineiirima kuiiasa tidak boleiih meiilampauiii kuiiasa yang dibeiirikan oleiih 

peiimbeiiri kuiiasa, seiisuiiai deiingan pasal 1797 KUiiHPeiirdata. 

b. Apabila peiineiirima kuiiasa beiiluiim dileiipaskan dari keiiwajibannya, maka 

keiiruiigian yang timbuiil akibat tidak dilaksanakannya kuiiasa teiirseiibuiit dapat 

dikateiigorikan seiibagai wanpreiistasi, seiisuiiai deiingan Pasal 1800 

KUiiHPeiirdata. 

c. Peiineiirima kuiiasa wajib meiilaporkan keiipada peiimbeiiri kuiiasa jika ada 

peiimbayaran dari peiimbeiili, teiitapi peiimbayaran teiirseiibuiit haruiisnya tidak 

dibeiirikan keiipada peiimbeiiri kuiiasa, seiisuiiai deiingan Pasal 1802 

KUiiHPeiirdata. 

Dari peiimaparan di atas, teiirdapat wanpreiistasi di mana seiiseiiorang teiirseiibuiit 

teiilah meiilaksanakan keiiwajibannya, teiitapi meiilakuiikan seiisuiiatuii yang dilarang 

dalam peiirjanjian. 
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      Teiirdapat duiia uiipaya peiirlinduiingan huiikuiim uiintuiik para pihak dalam juiial beiili 

onlineii beiirbasis cash on deiiliveiiry, yaituii deiingan uiipaya preiiveiintif dan reiipreiisif. 

   Uiipaya preiiveiintif beiirtuiijuiian meiinghindari timbuiilnya seiingkeiita, seiimeiintara 

uiipaya reiipreiisif beiirtuiijuiian meiinyeiileiisaikan seiingkeiita yang teiilah teiirjadi. Cara 

peiinyeiileiisaian dalam uiipaya reiipreiisif teiirdiri atas duiia meiitodeii, yaituii uiipaya litigasi 

dan non litigasi. 

1. Meikanismei peinyeileisaian huikuim teirhadap kasuis wanpreistasi dalam 

transaksi juial beili onlinei beirbasis Cash On Deiliveiry dapat diteimpuih meilaluii 

duia jaluir, yaitui: 

a. Uipaya Litigasi (Peinyeileisaian meilaluii Peingadilan) 

a) Guigatan peirdata dapat diajuikan oleih konsuimein kei Peingadilan Neigeiri 

seiteimpat beirdasarkan Pasal 45 Ayat 1 UiUi No. 8 Tahuin 1999 teintang 

Peirlinduingan Konsuimein dan Pasal 72 PP No. 80 Tahuin 2019 teintang 

Peirdagangan Meilaluii Sisteim Eileiktronik. 

b) Guigatan dapat dilakuikan seicara individui oleih konsuimein yang 

diruigikan, ataui meilaluii guigatan class action (guigatan keilompok), 

mauipuin meilaluii Leimbaga Peirlinduingan Konsuimein Swadaya Masyarakat 

(LPKSM) seibagaimana diatuir dalam Pasal 46 Ayat 2 UiUi No. 8 Tahuin 

1999. 

c) Peinyeileisaian seingkeita meilaluii peingadilan meingacui pada keiteintuian 

peiradilan uimuim yang beirlakui, deingan meimpeirhatikan keiteintuian dalam 

Pasal 48 UiUi No. 8 Tahuin 1999. 

b. Uipaya Non-Litigasi (Peinyeileisaian di Luiar Peingadilan) 

a) Meilaluii Badan Peinyeileisaian Seingkeita Konsuimein (BPSK): BPSK 

beirweinang meilakuikan peinanganan dan peinyeileisaian seingkeita 
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konsuimein meilaluii meidiasi, arbitrasei, ataui konsiliasi seibagaimana diatuir 

dalam Pasal 49 Ayat 1 dan Pasal 52 UiUi No. 8 Tahuin 1999. Puituisan BPSK 

wajib dikeiluiarkan paling lambat 21 hari keirja seiteilah guigatan diteirima 

(Pasal 55), dan peilakui uisaha wajib meilaksanakan puituisan dalam waktui 

7 hari keirja (Pasal 56 Ayat 1). Para pihak dapat meingajuikan keibeiratan 

kei Peingadilan Neigeiri dalam waktui 14 hari keirja seiteilah meineirima 

peimbeiritahuian puituisan (Pasal 56 Ayat 2). 

b) Neigosiasi Langsuing: Peinyeileisaian seingkeita dapat dilakuikan meilaluii 

neigosiasi langsuing antara para pihak seicara suikareila dan beirtangguing 

jawab uintuik meincapai keiseipakatan meingeinai beintuik dan beisaran ganti 

ruigi, seibagaimana diatuir dalam Pasal 45 Ayat 2, Pasal 47 UiUi No. 8 

Tahuin 1999, dan Pasal 72 Ayat 1 PP No. 80 Tahuin 2019. Beintuik ganti 

ruigi dapat beiruipa reituir barang (peingeimbalian barang deingan 

peinggantian barang barui yang seijeinis) ataui reifuind uiang (peingeimbalian 

uiang seibeisar harga barang ditambah biaya peingiriman yang ditangguing 

konsuimein). 

c) Onlinei Dispuitei Reisoluition (ODR): Peinyeileisaian seingkeita dalam 

peirdagangan meilaluii sisteim eileiktronik dapat diseileinggarakan seicara 

eileiktronik seisuiai deingan Pasal 72 Ayat 2 PP No. 80 Tahuin 2019. 

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab keiieiimpat ini peiinuiilis akan meiimaparkan suiiatuii keiisimpuiilan dari 

keiiseiiluiiruiihan hal-hal di atas yang suiidah dideiiskripsikan oleiih peiineiiliti dan juiiga 

bab ini meiimiliki saran seiibagai seiibuiiah acuiian uiintuiik meiinciptakan peiinuiilisan 

yang leiibih baik. 
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BAB IV 

HASIL & PEMBAHASAN 

 
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Wanprestasi dalam  Jual    

Beli Online Pada Platfrom Aplikasi dengan Metode Pembayaran Cash 

on delivery 

Peirjanjian juial beili ada suiatui peirjanjian timbal balik, di mana pihak yang 

satui (peinjuial) beirjanji akan meinyeirahkan suiatui barang, dan pihak yang lain 

(peimbeili) akan meimbayar harga yang teilah dijanjikan (Pasal 1457 

KUiHPeirdata).75 Pada uindang-uindang peirlinduingan konsuimein diseibuit deingan 

peilakui uisaha dan konsuimein, di mana dalam suiatui peirjanjian akan ada kata 

seipakat yang akan meingikatkan keiduia beilah pihak, konsuimein seibagai 

peimbeili dan peilakui uisaga seibagai peinjuial akan meimiliki hak dan keiwajiban 

uintuik meilaksanakan seisuiatui seisuiai peirannya. 

Pasal 1 Ayat 3 Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang Peirlinduingan 

Konsuimein, meinjeilaskan seibagai beirikuit: 

“Peilakui uisaha ialah seitiap orang peirorangan ataui badan uisaha, baik yang 
beirbeintuik badan huikuim mauipuin buikan baadan huikuim yang didirikaan dan 
beirkeiduiduikan ataui meilakuikan keigiatan dalam wilayah neigara Reipuiblik 
Indoneisia, baik seindiri mauipuin beirsama-sama meilaluii peirjanjian 
meinyeileinggarakan keigiatan uisaha dalambeirbagai bidang eikonomi” 

 
Peingeirtian peilakui uisaha meinuiruit Pasal 1 ayat 3 Uindang-uindang  Nomor 

8 Tahuin 1999 Teintang Peirlinduingan Konsuimein dapat dijabarkan meinjadi 

beibeirapa uinsuir/syarat, yaitui seibagai beirikuit: 

1. Beintuik ataui wuijuid dari peilakui uisaha ialah: 

a. Orang peirorangan, ialah seitiap individui yang meilakuikan keigiatan 

uisahanya seicara seiorang diri. 

 
75 Simanjuntak, op cit, h. 355. 
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b. Badan uisaha, ialah kuimpuilan individui yang seicara beirsama-sama 

meilakuikan keigiatan uisaha.  

Badan uisaha seindiri dikeilompokkan keidalam duia keiteigori, yaitui: 

a. Badan huikuim, misalnya peirseiroan teirbatas (badan uisaha) seipeirti PT 

dan lain-lain. 

b. Buikan badan huikuim, misalnya firma ataui seikeilompok orang yang 

meilakuikan keigiatan uisaha seicara insideintil (dilakuikan hanya pada 

keiseimpatan ataui waktui teirteintui). Seipeirti contoh dari seikeilompok orang 

yang meilakuikan keigiatan uisaha seicara insideintil ialah pada saat banjir 

dan banyak mobil yang mogok, dan beibeirapa orang meinawarkan jasa 

uintuik meindorong mobil yang mogok teirseibuit. 

2. Keigiatan uisaha teirseibuit haruis didasarkan pada peirjanjian. 

3. Didalam beirbagai bidang eikonomi.76 

Pada peinjeilasan diatas seiorang peinjuial yang peilakui uisaha tuinduik pada 

huikuim peirdata, dan peinjuial yang buikan peilakui uisaha tidak tuinduik pada 

huikuim peirdata. Hak dan keiwajiban peinjuial yang peilakui uisaha teirteira dalam 

huikuim peirdata, tidak luipa juiga peimbeili dan pihak keitiga cuikuip beirpeiran 

dalam juial beili onlinei ini. Meingeinai hak dan kwajiban para pihak teirseibuit akan 

dijeilaskan, seibagai beirikuit: 

1. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Jual Beli Online 

 

Peirjanjian seibagai salah satui dari peiristiwa huikuim meiruipakan salah 

satui dari suimbeir peirikatan, seilain peirjanjian teirdapat keiteintuian uindang-

 
76 Wibowo T. Turnady, 2016, Pengertian Pelaku Usaha Serta Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha, 

Jurnal Hukum, Diakses Pada Hari Minggu 1 Januari 2023 Pukul 19:10 WIB. 
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uindang yang dapat puila meilahirkan seibuiah peirikatan.77 Peirikatan 

beirsuimbeir dari suiatui peirjanjian, keitika peirjanjian lahir maka akan ada 

suiatui peirikatan diantara pihak satui deingan pihak lainnya, antara peinjuial 

dan peimbeili atauipuin pihak keitiga, diamana dalam beibeirapa uindang-

uindang diseibuit juiga deingan peilakui uisaha dan konsuimein. 

Peilakui uisaha dan konsuimein meimiliki hak dan keiwajibannya masing-

masing, dalam Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang 

Peirlinduingan Konsuimein, hak dan keiwajiban peilakui uisaha dan konsuimein 

seibagai beirikuit: 

Pasal 4 meinjeilaskan teintang hak-hak dari pihak konsuimein seibagai 

beirikuit: 

1. Hak atas keinyamanan, keiamanan, dan keiseilamatan dalam 
meingkonsuimsi barang dan/ataui jasa. 

2. Hak uintuik meimilih barang dan/ataui jasa seirta meindapatkan barang 
dan/jasa teirseibuit seisuiai deingan nilai tuikar dan kondisi seirta jaminan 
yang dijanjikan. 

3. Hak atas informasi yang beinar, jeilas, dan juijuir meingeinai kondisi dan 
jaminan barang dan/jasa. 

4. Hak uintuik dideingar peindapat dan keiluihannya atas barang dan/ataui 
jasa yang diguinakan. 

5. Hak uintuik meindapatkan advokasi, peirlinduingan, dan uipaya 
peinyeileisaian seingkeita peirlinduingan konsuimein seicara patuit. 

6. Hak uintuik meindapat peimbinaan dan peindidikan konsuimein. 
7. Hak uintuik dipeirlakuikan ataui dilayani seieicara beinar dan juijuir seirta tidak 

diskriminatif. 
8. Hak uintuik meindapatkan kompeinsasi, ganti ruigi dan/ataui peinggantian, 

apabila barang dan/ataui jasa yang diteirima tidak seisuiai deingan 
peirjanjian ataui tidak seibagaimana meistinya. 

 
Pasal 5 meinjeilaskan teintang keiwajiban dari pihak konsuimein seibagai 

beirikuit: 

1. Meimbaca ataui meingikuiti peituinjuik informasi dan proseiduir peimakaian 
ataui peimanfaatan barang dan/ataui jasa, deimi keiamana dan 
keiseilamatan. 

 
77 Benny Krestian Heriawaanto, 2019, Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan 

Eksekutorial, Lagality: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 27, h. 57. 
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2. Beiritikad baik dalam meilakuikan transaksi peimbeilian barang dan/ataui 
jasa. 

3. Meimbayar seisuiai deingan nilai tuikar yang diseipakati. 
4. Meingikuiti uipaya peinyeileisaian huikuim seingkeita peirlinduingan konsuimein 

seicara patuit. 
 

Pasal 6 meinjeilaskan teintang hak-hak dari pihak peilakui uisaha seibagai 

beirikuit: 

1. Hak uintuik meineirima peimbayaran yang seisuiai deingan keiseipakatan 
meingeinai kondisi dan nilai tuikar barang dan/ataui jasa yang 
dipeirdagangkan. 

2. Hak uintuik meindapatkan peirlinduingan huikuim dari tindakan konsuimein 
yang beiritikad tidak baik. 

3. Hak uintuik meilakuikan peimbeilaan diri seipatuitnya di dalam peinyeileisaian 
huikui seingkeita konsuimein. 

4. Hak uintuik meireihabilitas nama baik apabila teirbuikti seicara huikuim 
bahwa keiruigian konsuimein tidak diakibatkan oleih barang dan/ataui jasa 
yang dipeirdagangkan. 

5. Hak-hak yang diatuir dalam keiteintuian paratuiran peiruindang-uindangan 
lainnya. 

 
Pasal 7 meinjeilaskan teintang keiwajiban dari pihak peilakui uisaha seibagai 

beirikuit: 

1. Beiritikad baik dalam meilakuikan keigiatan uisahanya. 
2. Meimbeirikan informasi yang beinar, jeilas dan juijuir meingeinai kondisi dan 

jaminan barang dan/ataui jasa seirta meimbeiri peinjeilasan peingguinaan, 
peirbaikan dan peimeiliharaan. 

3. Meimpeirlakuikan ataui meilayani konsuimein seicara beinar dan juijuir seirta 
tidak diskriminatif. 

4. Meinjamin muitui barang dan/ataui jasa yang diproduiksi dan/ataui 
dipeirdagangkan beirdasarkan keiteintuian standar muitui barang dan/ataui 
jasa yang beirlakui. 

5. Meimbeiri keiseimpatan keipada konsuimein uintuik meinguiji, dan/ataui 
meincoba barang dan/ataui jasa teirteintui seirta meimbeiri jaminan 
dan/ataui garansi atas barang yang dibuiat dan/ataui yang 
dipeirdagangkan. 

6. Meimbeiri kompeinsasi, ganti ruigi dan/ataui peinggantian atas keiruigian 
akibat peingguinaan, peimakaian dan peimanfaatan barang dan/ataui jasa 
yang dipeirdagangkan. 

7. Meimbeiri kompeinsasi, ganti ruigi dan/ataui peinggantian apabila barang 
dan/ataui jasa yang diteirima ataui dimanfaatkan tidak seisuiai deingan 
peirjanjian. 

 
Keiwajiban pihak keitiga dalam juial beili onlinei teirteira dalam bab kei 16 

bagian kei 2 dari Pasal 1800-1806 KUiHPeirdata yaitui seibagai beirikuit: 
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Pasal 1800 

“Si kuiasa diwajibkan, seilama ia beiluim dibeibaskan, meilaksanakan 
kuiasanya, dan ia meinangguing seigala biaya, keiruigian dan buinga yang 
seikiranya dapat timbuil kareina tidak dilaksanakannya kuiasa  itui. Beigitui puila 
ia diwajibkan meinyeileisaikan uiruisan yang teilah muilai dikeirjakannya pada 
waktui si peimbeiri kuiasa meininggal jika deingan tidak seigeira 
meinyeileisaikannya dapat timbuil seisuiatui keiruigian”. 
 

Pasal 1801 

“Si kuiasa tidak saja beirtangguing jawab teintang peirbuiatan-peirbuiatan yang 
dilakuikan deingan seingaja, teitapi juiga teintang keilalaian-keilalaian yang 
dilakuikan dalam meinjalankan kuiasanya. Namuin itui tangguing jawab 
teintang keilalaian-keilalaian bagi seiseiorang yang deingan cuima-cuima 
meineirima kuiasa adalah tidak seibeigitui beirat seipeirti yang dapat diminta 
dari seiorang yang uintuik itui meineirima uipah”. 
 

Pasal 1802 

“Si kuiasa diwajibkan meimbeirikan laporan teintang apa yang teilah 
dipeirbuiatnya dan meimbeirikan peirhituingan keipada si peimbeiri kuiasa 
teintang seigala apa yang teilah diteirimanya beirdasarkan kuiasanya, 
seikalipuin apa yang diteirimanya itui tidak seiharuisnya dibayar keipada si 
peimbeiri kuiasa”. 

 
Pasal 1803 KUiHPeirdata juiga meinjeilaskan di mana si kuiasa beirtangguing 

jawab uintuik orang yang teilah dituinjuik oleihnya seibagai peinggantinya 

dalam meilaksanakan kuiasanya, namuin dalam seigala hal, si peimbeiri kuiasa 

dapat seicara langsuing meinuintuit orang yang dituinjuik oleih sikuiasa seibagai 

peinggantinya itui. 

Teirdapat keiwajiban-keiwajiban dari peimbeiri kuiasa keipada si kuiasa, di 

mana dalam bab kei-16 KUiHPeirdata Teintang Peimbeirian Kuiasa ada hak-

hak si kuiasa dari peimbeiri kuiasa di mana teirkanduing dalam pasal-pasal 

seibagai beirikuit: 

Pasal 1808 

“Si peimbeiri kuiasa diwajibkan meingeimbalikan keipada si kuiasa pada 
peirseikot-peirseikot dan biaya-biaya yang teilah dikeiluiarkan oleih orang ini 
uintuik meilaksanakan kuiasanya, beigitui puila uintuik meimbayar uipahnya jika 
ini teilah dipeirjanjikan. Jika si kuiasa tidak meilakuikan seisuiatui keilalaian, 
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makasih peimbeiri kuiasa tidak dapat meiluipuitkan diri dari keiwajiban 
meingeimbalikan peirseikot -peirseikot dan biaya-biaya seirta meimbayar uipah 
teirseibuit di atas, seikalipuin uiruisannya tidak beirhasil”. 
 

Pasal 1809 

“Beigitui puila si peimbeiri kuiasa haruis meimbeirikan ganti ruigi keipada si kuiasa 
teintang keiruigian-keiruigian yang dideirita seiwaktui meinjalankan kuiasanya, 
asal dalam hal itui si kuiasa tidak teilah beirbuiat kuirang hati-hati”. 
 

Pasal 1810 

“Si peimbeiri kuiasa haruis meimbayar keipada kuiasa buinga atas peirseikon-
peirseikot yang teilah dikeiluiarkan oleih si kuiasa, teirhituing muilai hari 
dikeiluiarkannya peirseikot-peirseikot itui”. 

 
Hak dan keiwajiban diatas bisa seibagai dasar guigatan oleih para pihak 

uintuik meinjadikan suiatui peirlinduingan huikuim dari pihak peilakui uisaha, 

konsuimein, dan pihak keitiga, dan pasal-pasal yang beirkaitan deingan juial 

beili onlinei juiga bisa dijadikan seibagai peirlinduingan huikuim bagi pihak-

pihak yang beirsangkuitan. 

Pada juial beili onlinei juiga ada poteinsi keiruigian ataui reisiko dari para 

pihak. reisiko teirmasuik bagian keiadaan meimaksa, yang artinya beiban yang 

haruis diteirima oleih pihak-pihak yang teirkait dalam peirikatan. Risiko dalam 

teiori huikuim diseibuit deingan istilah reisicoleieir, yaitui beiban yang haruis 

ditangguing oleih pihak-pihak ataui salah satui pihak yang meilakuikan 

keisalahan dan meinyimpang dari peirjanjian tanpa adanya uinsuir 

keiseingajaan.78 

              Keiruigian yang haruis ditangguing oleih deibituir adalah seibagai beirikuit: 

a) Peimbayaran keiruigian mateiriil. 

b) Peimbayaran keiruigian immateiriil. 

c) Peimbayaran uitang pokok. 

 
78 Wawan Muhwan Hariri, op cit, h. 109. 
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d) Peimbayaran keiruigian kreidituir. 

e) Peimbayaran buinga dari uitang pokok. 

f) Peinangguingan seiluiruih biaya.79 

Hal diatas dapat ditangguing juiga oleih para pihak dalam juial beili onlinei 

yang mana reisiko oleih salah satui pihak dalm seibuiah peirjanjian80. Para 

pihak bisa meindapatkan keiruigian-keiruigian seipeirti keiruigian mateiriil, 

keiruigian immateiriil, dan juiga keiruigian yang dipeirbuiat pihak lain. 

Meingeinai risiko dalam juial beili ini dalam KUiHPeirdata, yaitui: 

a) Jika keibeindaan yang dijuial itui beiruipa suiatui barang yang suidah 

diteintuikan, maka barang itui saja saat peimbeilian adalah atas 

tangguingan si peimbeili, meiskipuin peinyeirahannya beiluim dilakuikan, dan 

si peinjuial beirhak meinuintuit harganya. Teirteira dalam Pasal 1460 

KUiHPeirdata. 

b) Jika barang-barang itui dijuial meinuiruit beirat, juimlah ataui uikuiran, maka 

barang-barang itui teitap atas tangguingan si peinjuial hingga barang-

barang teirseibuit ditimbang, dihituing ataui diuikuir. Teirteira dalam Pasal 

1461 KUiHPeirdata. 

c) Jika barang yang dijuial meinuiruit tuimpuikan, maka barang-barang itui 

adalah atas tangguingan si peimbeili, meiskipuin beiluim ditimbang, dihituing 

ataui diuikuir. Teirteira dalam Pasal 1462 KUiHPeirdata. 

d) Biaya akta juial beili dan lain-lain biaya tambahan dipuikuil oleih si peimbeili, 

jika tidak teilah dipeirjanjikan seibaliknya. Teirteira dalam Pasal 1466 

KUiHPrtdata.81 

 
79 Ibid, h. 111. 
80 Ibid, h. 110 
81 Simanjuntak, op cit, h. 356. 
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Peingatuiran meingeinai tangguing jawab peingeilolaan platform seipeirti 

yang deimikian juiga diteirapkan dalam Suirat Eidaran Meinteiri Komuinikasi dan 

Informatika Reipuiblik Indoneisia Nomor 5 Tahuin 2016 teintang Batasan dan 

Tangguing Jawab Peinyeidia Platform dan Peidagang (Meirchant) 

Peirdagangan Meilaluii Sisteim Eileiktronik (Eileictronic Commeircei) yang 

Beirbeintuik Uiseir Geineirateid Conteint (SEi Meinkominfo) teintang Batasan dan 

Tangguing Jawab Ei-Commeircei), dalam Huiruif Romawi V Huiruif C angka 2, 

yang beirbuinyi seibagai seibeirikuit: 

1. Beirtangguingjawab atas peinyeileinggaraan sisteim eileiktronik dan 
peingeilolaan kontein di dalam Platform seicara andal, aman dan 
beirtangguing jawab. 

2. Keiteintuian huiruif (a) diatas tidak beirlakui dalam hal dapat dibuiktikan 
teirjadinya keisalahan dan/ataui keilalaian dari pihak peidagang (meirchant) 
ataui peingguina Platform.” 

 
2. Jenis-Jenis Bentuk Perlindungan Hukum  

Meinuiruit M. Hadjo meingatakan bahwa ada duia cara peirlinduingan 

huikuim bagi rakyat, yaitui peirlinduingan huikuim preiveintif beirtuijuian uintuik 

meinceigah teirjadinya seingkeita dan peirlinduingan huikuim reipreisif yang 

beirtuijuian meinyeileisaikan seingkeita.82 

Uipaya peirlinduingan huikuim preiveintif dalam juial beili onlinei adalah 

seibagai beirikuit: 

a. Dalam pasal 65 ayat 1 Uindang Uindang Nomor 7 tahuin 2014 ayat 1 

dijeilaskan bahwa:  

“seitiap peilakui uisaha yang meimpeirdagangkan barang dan/ ataui jasa 

deingan meingguinakan sisteim eileiktronik wajib meinyeidiakan data 

dan/ataui informasi seicara leingkap dan beinar”. 

 

 
82 Ibid, h. 287. 
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Artinya bahwa seitiap peilakui uisaha wajib meimbeirikan informasi yang 

beinar ideintitas peilakui uisaha, teiknis barang yang ditawakan, seirta harga 

dan cara peimbayaran barang teirseibuit. Hal ini dapat meinceigah 

teirjadinya wanpreistasi oleih peilakui uisaha kareina seiluiruih informasinya 

dapat dikeitahuii oleih konsuimein seibeiluim meimuituiskan uintuik meimbeili.  

Hal ini dijeilaskan meilaluii pasal 65 ayat 4 yang beirbuinyi:  

 Data dan/ataui informasi seibagaimana dimaksuid pada ayat 1 paling 

seidikit meimuiat: 

a) ideintitas dan leigalitas peilakui uisaha seibagai produisein ataui peilakui 
uisaha distribuisi 

b) peirsyaratan teiknis barang yang ditawarkan 
c) peirsyaratan teiknis ataui kuialifikasi jasa yang ditawarkan 
d) harga dan cara peimbayaran barang dan/ataui jasa;dan 
e) cara peinyeirahan barang.  

 
Hal ini juiga diteigaskan keimbali meilaluii pasal 13 ayat 1 dan 2 dalam 

PP Nomor 80 Tahuin 2019 meingeinai transparansi informasi peilakui uisaha 

dalam peinyeileinggaraan peirdagangan meilaluii sisteim eileiktronik. 

b. Peimbinaan dan peindidikan konsuimein.  

Peimeirintah meimpuinyai kiprah strateigis buiat meilaksanakan 

peilatihan peirlinduingan keipada konsuimein ataui peimbeili seipeirti yang 

teirteira dalam kanduingan Pasal 29 Uindangan-uindangan Nomor 8 Tahuin 

1999 Teintang Peirlinduingan Konsuimein.83 Peimbinaan peinyeileinggaraan 

peirlinduingan konsuimein teirseibuit uintuik uipaya seibagai beirikuit: 

a) Uintuik teirciptanya iklim uisaha dan tuimbuihnya huibuingan yang seihat 
antara peilakui uisaha dan konsuimein. 

b) Uintuik beirkeimbangnya leimbaga peirlinduingan konsuimein swadaya 
masyarakat. 

 
83 I Putu Yogi Krisna, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kerugian Yang 

Ditimbulkan Oleh Pelaku Usaha Toko Online Facebook, Jurnal Referensi Hukum, Volume 3, h. 29. 
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c) Meiningkatkan kuialitas suimbeir daya manuisia seirta meiningkatkan 
keigiatan peineilitian dan peingeimbangan di bidang peirlinduingan 
konsuimein. 

 
Teirkanduing dalam Pasal 29 ayat 4 Uindangan-uindangan Nomor 8 

Tahuin 1999 Teintang Peirlinduingan Konsuimein, di mana hal diatas 

diadakan oleih meinteiri ataui meinteiri teiknis teirkait yang ada dalam Pasal 

29 Ayat 2. 

”Peingawasan teirhadap peinyeileinggaraan peirlinduingan konsuimein seirta 
peineirapan keiteintuian atuiran peiruindang-uindangan, di mana 
diseileinggarakan oleih peimeirintah, masyarakat, dan leimbaga 
peirlinduingan konsuimein swadaya masyarakat. Peingawasan peimeirintah 
dilaksanakan oleih meinteiri seirta meinteiri teiknis teirkait, seirta meilaluii 
Badan Peirlinduingan Konsuimein Nasional seidangkan peingawasan 
dilakuikan oleih masyarakat seirta leimbaga peirlinduingan konsuimein 
swadaya masyarakat yang dilaksanakan seicara langsuing teirhadap suiatui 
jasa seirta barang yang teirseibar dalam pasar, seihingga bila hasil 
peingawasan meineimuikan peinyimpangan beirbahaya bagi peimbeili, maka 
meinuiruit peiratuiran yang beirlakui, peilakui dapat dikeinai sanksi. ”.84 
 

Tuigas Badan Peirlinduingan Konsuimein Nasional meinuiruit Pasal 34 UiUi 

No. 8 Tahuin 1999 adalah seibagai beirikuit: 

a. Meimbeirikan saran dan reikomeindasi keipada peimeirintah 
b. Meilakuikan peineilitian dan peingkajian teirhadap peiratuiran peiruindang-

uindangan yang beirlakui di bidang peirlinduingan konsuimein. 
c. Meilakuikan peineilitian teirhadap barang dan/ataui jasa yang 

meinyangkuit keiseilamatan konsuimein. 
d. Meindorong beirkeimbangnya leimbaga peirlinduingan konsuimein 

swadaya masyarakat. 
e. Meinyeibarluiaskan informasi meilaluii meidia meingeinai peirlinduingan 

dan meimasyarakatkan sikap keibeirpihakan keipada konsuimein. 
f. Meineirima peingaduian teintang peirlinduingan konsuimein dari 

masyarakat , leimbaga peirlinduingan konsuimein swadaya masyarakat, 
ataui peilakui uisaha. 

g. Meilakuikan suirveii yang meinyangkuit keibuituihan konsuimein. 
 

Tuigas leimbaga peirlinduingan konsuimein swadaya masyarakat teirteira 

pada Pasal 44 ayat 3 Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang 

Peirlinduingan Konsuimein, seibagai beirikuit: 

 
84 Ibid. 
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a. Meinyeibarkan informasi dalam rangka meiningkatkan keisadaran atas 
hak dan keiwajiban seirta keihati-hatian konsuimein, dalam 
meingkonsuimsi barang dan/ataui jasa. 

b. Meimbeirikan naseihat keipada konsuimein yang meimeirluikan. 
c. Meilakuikan keirja sama deingan instansi teirkait dalam uipaya 

meiwuijuidkan peirlinduingan konsuimein. 
d. Meimbantui konsuimein dalam meimpeirjuiangkan haknya, teirmasuik 

meineirima keiluihan ataui peingaduian konsuimein. 
e. Meilakuikan peingawasan beirsama peimeirintah dan masyarakat 

teirhadap peilaksanaan peirlinduingan konsuimein. 
 
c. Uipaya peinceigahan teirlihat deingan adanya peingatuiran hak mauipuin 

keiwajiban bagi konsuimein mauipuin peilakui uisaha85 

         Hal ini tertera melalui Pasal 44 ayat 3 Uindang-Uindang Nomor 8 

Tahuin 1999 Teintang, yang mana meinyeibarkan informasi dalam rangka 

meiningkatkan keisadaran atas hak dan keiwajiban seirta keihati-hatian 

konsuimein, agar tidak teirjadi seingkeita. 

Seidangkan uipaya peinceigahan reipreisif meiruipakan uipaya peinyeileisaian 

seingkeita Uipaya peirlinduingan huikuim seicara reipreisif keipada peinjuial dan 

peimbeili seibagai beirikuit: 

a. Pada Pasal 4 ayat 5 Uindang-uindang Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang 

Peirlinduingan Konsuimein masuik dalam uipaya reipreisif dari pihak 

konsuimein, dan dalam Pasal 6 ayat 2 masuik keidalam uipaya reipreisif dari 

pihak peilakui uisaha. 

b. Seidangkan di dalam pasal 45-48 Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 

Teintang Peirlinduingan Konsuimein, teilah dijeilaskan meingeinai bagaimana 

jeinis peinyeileisaian seingkeita yang teirdiri dari 2 jeinis, yakni litigasi dan 

non litigasi, litigasi meiruipakan proseis peinyeileisaian seingkeita meilaluii 

 
85 Widyananda Yudikindra, 2016, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Paket 

Barang Domestik Atas Tindakan Konsumen Yang Beritikad Tidak Baik (Studi Pada PT. POS 

INDONESIA (Persero) Yogyakarta, Jurnal Law Reform, Volume 1 h 56. 
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peiradilan uimuim yang dapat dilakuikan oleih konsuimein seindiri, ataui 

meilaluii guigatan class action, mauipuin meilaluii Leimbaga Swadaya 

Peirlinduingan Konsuimein. Seidangkan uipaya non litigasi meiruipakan 

uipaya peinyeileisaian diluiar peingadilan, seipeirti neigosiasi langsuing antar 

pihak teirkait ganti ruigi seirta beintuik beintuik tindakan lainnya, atauipuin 

Badan Peinyeileisaian Seingkeita Konsuimein seibagai badan yang 

beirweinang meilaksanakan meidiasi, konsiliasi, arbitrasei dalam 

peinyeileisaian seingkeita konsuimein deingan peinjuial. 

3.  Analisis Perlindungan Hukum Beli Online Pada Platfrom E-   

Commerce dengan Metode Pembayaran Cash on delivery 

Beirdasarkan uiraian normatif pada Suibbab A Bab III, dapat dianalisis bahwa 

peirlinduingan huikuim bagi konsuimein dalam transaksi juial beili onlinei beirbasis 

Cash On Deiliveiry (COD) pada dasarnya teilah meimiliki landasan huikuim yang 

cuikuip kompreiheinsif, baik meilaluii KUiHPeirdata, Uindang-Uindang Nomor 8 

Tahuin 1999 teintang Peirlinduingan Konsuimein (UiUiPK), mauipuin peiratuiran 

peilaksana lainnya seipeirti Uindang-Uindang Informasi dan Transaksi Eileiktronik 

seirta Peiratuiran Peimeirintah Nomor 80 Tahuin 2019 teintang Peirdagangan 

Meilaluii Sisteim Eileiktronik. Namuin deimikian, eifeiktivitas peirlinduingan huikuim 

teirseibuit masih meinghadapi tantangan seiriuis dalam tataran impleimeintasi. 

Seicara yuiridis, huibuingan huikuim antara peilakui uisaha dan konsuimein dalam 

transaksi COD teitap meiruipakan huibuingan kontraktuial yang sah. Keiseipakatan 

antara para pihak teilah teirjadi seijak konsuimein meilakuikan peimeisanan dan 

peilakui uisaha meinyeituijuii peisanan teirseibuit meilaluii platform ei-commeircei. 

Fakta bahwa peimbayaran dilakuikan di akhir (saat barang diteirima) tidak 

meinghilangkan uinsuir sahnya peirjanjian seibagaimana diatuir dalam Pasal 1320 
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KUiHPeirdata. Deingan deimikian, apabila peilakui uisaha tidak meilaksanakan 

keiwajibannya, seipeirti meingirimkan barang yang tidak seisuiai, cacat, 

teirlambat, ataui bahkan tidak meingirimkan barang sama seikali, maka 

peirbuiatan teirseibuit dapat dikuialifikasikan seibagai wanpreistasi. 

Dalam konteiks peirlinduingan huikuim, UiUiPK meineimpatkan konsuimein pada 

posisi yang haruis dilinduingi seicara khuisuis meingingat adanya 

keitidakseiimbangan posisi tawar (bargaining position) antara konsuimein dan 

peilakui uisaha. Hal ini sangat reileivan dalam transaksi COD, kareina konsuimein 

seiring kali hanya beirgantuing pada informasi visuial dan deiskripsi produik yang 

diseidiakan oleih peilakui uisaha. Apabila informasi teirseibuit tidak beinar ataui 

meinyeisatkan, maka konsuimein beirpoteinsi meingalami keiruigian. Oleih kareina 

itui, hak konsuimein atas informasi yang beinar, jeilas, dan juijuir seibagaimana 

diatuir dalam Pasal 4 UiUiPK meinjadi aspeik fuindameintal yang tidak dapat 

diabaikan. 

Leibih lanjuit, peirlinduingan huikuim preiveintif dalam transaksi COD dapat 

dilihat dari keiwajiban peilakui uisaha uintuik beiritikad baik dalam meinjalankan 

uisahanya. Asas itikad baik seibagaimana diteigaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) 

KUiHPeirdata seiharuisnya meinjadi peidoman uitama dalam seitiap transaksi 

eileiktronik. Dalam praktiknya, masih banyak peilakui uisaha yang meingabaikan 

asas ini deingan meinguitamakan keiuintuingan seimata tanpa 

meimpeirtimbangkan hak dan keipeintingan konsuimein. Kondisi ini meinuinjuikkan 

bahwa peirlinduingan huikuim preiveintif beiluim beirjalan optimal dan masih 

meimeirluikan peinguiatan, baik meilaluii peingawasan platform mauipuin eiduikasi 

huikuim keipada masyarakat. 
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Di sisi lain, peirlinduingan huikuim reipreisif bagi konsuimein yang diruigikan 

akibat wanpreistasi dalam transaksi COD teilah teirseidia meilaluii meikanismei 

ganti ruigi seibagaimana diatuir dalam Pasal 19 UiUiPK. Ganti ruigi teirseibuit dapat 

beiruipa peingeimbalian uiang, peinggantian barang, ataui kompeinsasi lain yang 

seitara. Namuin dalam praktik, konsuimein seiring meinghadapi hambatan seipeirti 

proseis peingaduian yang beirbeilit, kuirangnya reispons peilakui uisaha, seirta 

minimnya peimahaman konsuimein teirhadap hak-haknya. Oleih kareina itui, 

dapat disimpuilkan bahwa seicara normatif peirlinduingan huikuim suidah 

meimadai, teitapi seicara praktis masih meimeirluikan peirbaikan agar beinar-

beinar meimbeirikan keipastian dan keiadilan bagi konsuimein. 

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi dalam Jual Beli Secara Online 

 

Huikuim peirdata meingatuir huibuingan antar warga neigara satui sama 

lainnya, yang khas bagi huikuim privat adalah pangkal tolak, bahwa pada 

prinsipnya warga neigara boleih meingatuir seindiri meinuiruit pandangannya 

huibuingan satui sama lain. Asas pokok otonomi warga neigara ini antara lain 

iyalah meimiliki pribadi, keibeibasan meimbuiat teistameint (dalam batas teirteintui, 

seiseiorang meimbuiat seindiri warisannya), keibeibasan meimbuiat kontrak (isi 

suiatui peirseituijuian, pada dasarnya beibas dari campuir tangan peimbuiat 

uindang-uindang). Otonomi para warga neigara dalam huikuim privat itui 

meincakuip juiga, bahwa keipada para warga neigara itui diseirahkan. Apakah 

meireika meimpeirtahankan ataui tidak meimpeirtahankan haknya itui.86 

Hal meimpeirtahankan hak itui adalah ditangan para warga neigara itui 

seindiri, dalam hal mana meireika meimang teirikat pada proseiduir yang teilah 

 
86 Sulistyandari, 2019, Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan 

Melalui Pengawasan Perbankan Di Indonesia, Sidoarjo: Laros, h. 287. 
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diteitapkan. Suimbeir huikuim peirdata di Indoneisia yaitui KUiHPeirdata, ilmui 

peingeitahuian huikuim, keipuituisan peingadilan, keibiasaan dalam Huikuim 

peirjanjian, peirjanjian, traktat. Deingan deimikian peirlinduingan huikuim bagi 

warga neigara yang satui teirhadap warga neigara yang lain dibeirikan oleih 

uindang-uindang (peiratuiran teirtuilis). Huikuim keibiasaan, uindang-uindang yang 

dibuiat oleih warga neigara seindiri (peirjanjian), dan keipuituisan peingadilan, 

deimikian juiga dalam hal teirjadi peilanggaran huikuim peirdata.87 

Dalam uipaya huikuim reipreisif, teirdapat uipaya non litigasi dan litigasi, di 

mana non litigasi ialah uipaya peinyeileisaian seingkeita diluiar peingadilan meilaluii 

arbitrasei ataui arteirnatif seingkeita lainnya, dan uipaya litigasi ialah 

peinyeileisaian seingkeita meilaluii peingadilan deingan meingajuikan guigatan kei 

peingadilan.88 Peinjeilasan leibih lanjuit meingeinai hal teirseibuit seibagai beirikuit: 

1. Upaya Litigasi: 

a. Seitiap orang dapat meilakuikan guigatan peirdata keipada peingadilan 

seiteimpat bila mana ada wanpreistasi dari para pihak. ada dalam atuiran 

Pasal 45 Ayat 1 Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang 

Peirlinduingan Konsuimein dan juiga dalam Pasal 72 Peiratuiran Peimeirintah 

Reipuiblik Indoneisia Nomor 80 Tahuin 2019 Teintang Peirdagangan Meilaluii 

Sisteim Eileiktronik. 

Pasal 45 Ayat 1 Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang 

Peirlinduingan Konsuimein beirbuinyi: 

    “seitiap konsuimein yang diruigikan dapat meingguigat peilakui uisaha meilaluii 
leimbaga yang beirtuigas meinyeileisaikan seingkeita antara konsuimein dan 
peilakui uisaha ataui meilaluii peiradilan yang beirada dilingkuingan peiradilan 
uimuim”. 

 

 
87 Ibid, h. 288. 
88 Ibid. 
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Pasal 72 Ayat 3 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 80 Tahuin 2019 Teintang 

Peirdagangan Meilaluii Sisteim Eileiktronik beirbuinyi seibagaia beirikuit: 

“dalam hal teirjadinya seingkeita antara peilakui uisaha dalam neigeiri dan 
konsuimein, konsuimein dapat meingguigat peilakui uisaha meilaluii badan 
peinyeileisaian seingkeita konsuimein ataui meingajuikan kei leimbaga peiradilan 
diteimpat keiduiduikan konsuimein”. 

 
b. Aluir peinyeileisaian seingkeita konsuimein di peiradilan uimuim 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         
                         Para pihak tidak puias 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 pada pasal 62-63 

dijeilaskan meingeinai beintuik pidana dan huikuiman tambahan bagi peilakui 

uisaha yang meilakuikan tindakan wanpreistasi dalam juial beili onlinei:  

“Peilakui uisaha yang meilanggar keiteintuian seibagaimana dimaksuid dalam 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) 
huiruif a, huiruif b, huiruif c, huiruif ei, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana deingan 
pidana peinjara paling lama 5 (lima) tahuin ataui pidana deinda paling banyak 
Rp 2.000.000.000,00 (duia miliar ruipiah). ” 
 
“Peilakui uisaha yang meilanggar keiteintuian seibagaimana dimaksuid dalam 
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 
(1) huiruif d dan huiruif f dipidana deingan pidana peinjara paling lama 2 (duia) 
tahuin ataui pidana deinda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratuis juita 
ruipiah) ” 

Pengajuan Gugatan: 

Konsumen/kuasa hukum 

ajukan gugatan + Identitas 

bukti transaksi & kerugian 

 

Persidangan Pertama: 

Hakim wajib 

menawarkan mediasi 

 

Proses Persidangan: 

Pembacaan gugatan, 

jawaban tergugat, bukti 

dokumen, saksi, ahli 

 

Persidangan Pertama: 

Hakim wajib 

menawarkan mediasi 

 

Putusan 

Majelis Hakim dapat 

mengabulkan atau 

menolak gugatan 

 

Para Pihak 

Menerima 

Putusan: 

Eksekusi 

Putusan 

Banding 

Kasasi 

Peninjauan Kembali (PK) 

 

Upaya Hukum 

Banding, Kasasi, 

Peninjauan Kembali 

(PK) 
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Teirhadap sanksi pidana seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 62, dapat 

dijatuihkan huikuiman tambahan, beiruipa: 

a) peirampasan barang teirteintui; 
b) peinguimuiman keipuituisan hakim; 
c) peimbayaran ganti ruigi; 
d) peirintah peingheintian keigiatan teirteintui yang meinyeibabkan timbuilnya 
e) keiruigian konsuimein; 
f) keiwajiban peinarikan barang dari peireidaran; ataui 
g) peincabuitan izin uisaha 

 
c. Peinyeileisaian meilaluii peingadilan juiga dapat diajuikan oleih seikeilompok 

konsuimein ataui biasa diseibuit guigatan class action, dapat juiga meilaluii 

Leimbaga Peirlinduingan Konsuimein Swadaya seibagai leimbaga reismi 

beirbadan huikuim yang dibeintuik oleih peimeirintah uintuik meilinduingi 

keipeintingan konsuimein. 

Hal ini diatuir meilaluii pasal 46 ayat 2 yang meinyatakan bahwa: 

“guigatan yang diajuikan oleih seikeilompok konsuimein, leimbaga 
peirlinduingan konsuimein swadaya masyarakat ataui peimeirintah 
seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) huiruif b, huiruif c, ataui huiruif d 
diajuikan keipada peiradilan uimuim”. 

 
d. Peinyeileisaian seingkeita meilaluii peingadilan meingacui pada keiteintuian 

peiradilan uimuim yang beirlakui. Diatuir dalam Pasal 48 Uindang-Uindang 

Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang Peirlinduingan Konsuimein, dalam pasal 

teirseibuit meimpeirhatikan keiteintuian uimuim dalam Pasal 45.  

2. Upaya Non-Litigasi 

a. Meinyeileisaikan seingkeita teirseibuit meilaluii Badan Peinyeileisaian Seingkeita 

Konsuimein seibagai leimbaga yang beirweinang uintuik meilaksanakan meidiasi, 

arbitrasei ataui konsiliasi. Hal ini teirteira dalam Pasal 49 Ayat 1 seirta Pasal 

52 Teintang Peirlinduingan Konsuimein, di mana hal teirseibuit beirtuijuian uintuik 

meilaksanakan peinanganan dan peinyeileisaian seingkeita konsuimein. 
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Pasal 49 Ayat 1 Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang 

Peirlinduingan Konsuimein yang meinyatakan bahwa: 

“peimeirintah meimbeintuik badan peinyeileisaian seingkeita konsuimein di 
Daeirah Tingkat II uintuik peinyeileisaian seingkeita konsuimein di luiar 
peingadilan”. 
 
    Pasal 52 Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang Peirlinduingan 

Konsuimein yang meinyatakan bahwa: 

“meilaksanakan peinanganan dan peinyeileisaian seingkeita konsuimein, 
deingan cara meilaluii meidiasi ataui arbitrasei ataui konsiliasi”. 

 
b. Aluir Peinyeileisaian Konsuimein meilaluii BPSK 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Meinuiruit Pasal 55 Uindang Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 peinyeileisaian 

seingkeita konsuimein wajib dipuituiskan dalam waktui 21 hari seiteilah guigatan 

diteirima: 

“badan peinyeileisaian seingkeita konsuimein wajib meingeiluiarkan puituisan 
paling lambat dalam waktui 21 (duia puiluih satui) hari keirja seiteilah guigatan 
diteirima”. 
 

Pasal 56 Ayat 1 & 2 Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang 

Peirlinduingan Konsuimein beirbuinyi seibagai beirikuit: 

Pemohon/Ahli Waris 

Putusan BPSK 

Pelaku Usaha 

Majelis BPSK Sekretariat BPSK 

Sidang: 
1. Konsiliasi 

2. Mediasi 

3. Arbitrase 
 

 

 

Proses Administrasi: 

✓ Surat Pemanggilan Usaha 

✓ Surat Pemanggilan Pemohon 

✓ Surat Pemanggilan Saksi 

✓ Mengecek Bukti-Bukti 

✓ Menunjuk Majelis/Panitera 
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“dalam waktui paling lambat 7 (tuijuih) hari keirja seijak meineirima puituisan 
badan peinyeileisaian seingkeita konsuimein seibagaimana dimaksuid dalam 
pasal 55 peilakui uisaha wajib meilaksanakan puituisan teirseibuit”. 

 
“para pihak dapat meingajuikan keibeiratan keipada Peingadilan Neigeiri paling 
lambat 14 (eimpat beilas) hari keirja seiteilah meineirima peimbeiritahuian 
puituisan teirseibuit”. 

 
Dalam puituisannya, meinuiruit Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 

pasal 60 ayat 1 & 2 meinjeilaskan meingeinai beintuik puituisan BPSK, yakni: 

“Badan peinyeileisaian seingkeita konsuimein beirweinang meinjatuihkan sanksi 
administratif teirhadap peilakui uisaha yang meilanggar pasal 19 ayat (2) dan 
ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26”. 
 
“sanksi administratif beiruipa peineitapan ganti tuigi paling banyak Rp 
200.000.000,00 (duia ratuis juita ruipiah)”. 

 
c. Peinyeileisaian seingkeita meilaluii neigosiasi para pihak diluiar peingadilan 

seicara suikareila dan beirtangguing jawab, hal ini teirteira dalam Pasal 45 Ayat 

2 Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 dan Pasal 47 Uindang-uindang 

Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang Peirlinduingan Konsuimein, di mana hal 

teirseibuit beirtuijuian uintuik meincapai keiseipakatan, seihingga bisa 

meinyeileisaikan seingkeita teirseibuit dan juiga dalam Pasal 72 Ayat 1 Peiratuiran 

Peimeirintah Nomor 80 Tahuin 2019 Teintang Peirdagangan Meilaluii Sisteim 

Eileiktronik. 

Pasal 45 Ayat 2 Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang 

Peirlinduingan Konsuimein beirbuinyi seibagai beirikuit: 

“peinyeileisaian seingkeita konsuimein dapat diteimpuih meilaluii peingadilan ataui 
di luiar peingadilan beirdasarkan pilihan suikareila para pihak yang 
beirseingkeita”. 
 

Pasal 47 Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1999 Teintang Peirlinduingan 

Konsuimein beirbuinyi seibagai beirikuit: 

“peinyeileisaian seingkeita konsuimein diluiar peingadilan diseileinggarakan 
uintuik meincapai keiseipakatan meingeinai beintuik dan beisarnya ganti ruigi 
dan/uintuik meingeinaai tindakan teirteintui uintuik meinjamin tidak akan teirjadi 
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keimbali ataui tidak akan teiruilang keimbali keiruigian yang dideirita oleih 
konsuimein”. 
 

Pasal 72 Ayat 1 Peiratuiran Peimeirintah Nomor 80 Tahuin 2019 Teintang 

Peirdagangan Meilaluii Sisteim Eileiktronik beirbuinyi seibagai beirikuit: 

“dalam hal teirjadinya seingkeita dalam peirdagangan meilaluii sisteim 
eileiktronik, para pihak dapat meinyeileisaikan seingkeita meilaluii peingadian 
ataui meilaluii meikanismei peinyeileisaian seingkeita lainnya”. 

 
    Beintuik-beintuik ganti ruigi dalam juial beili onlinei adalah seibagai beirikuit:  

 
1. Reituir Barang (peingeimbalian barang) 

     
Suiatui barang keitika teilah diteirima oleih konsuimein teitapi tidak seisuiai 

dapat meingajuikan peingeimbalian barang teirseibuit, maka seilanjuitnya 
akan diganti oleih barang barui oleih barang barui yang seijeinis di mana 
diseirtai buikti foto barang teirseibuit uintuik beirlanjuitnya peimroseisan reituir 
barang dan yang mana biaya reituir barang teirseibuit ditangguing oleih 
peilakui uisaha.89 
 

2. Reifuind Uiang (peingeimbalian uiang) 
     

Konsuimein meingeimbalikan barang teirseibuit keipada peilakui uisaha, 
yang keimuidian dikeimbalikan dalam mata uiang yang seirtara deingan 
harga barang  dan ditambah deingan keiruigian biaya peingiriman yang 
seibeiluimnya ditangguing oleih konsuimein.90 
 

d. Peinyeileisaian wanpreistasi teirseibuit dapat diseileinggarakan meilaluii sisteim 

eileiktronik. Diatuir dalam Pasal 72 Ayat 2 Peiratuiran Peimeirintah Reibuiblik 

Indoneisia Nomor 80 Tahuin 2019 Teintang Peirdagangan Meilaluii Sisteim 

Eileiktronik. 

Pasal 72 Ayat 2 Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik Indoneisia Nomor 80 

Tahuin 2019 Teintang Peirdagangan Meilaluii Sisteim Eileiktronik beirbuinyi 

seibagaia beirikuit: 

“peinyeileisaian seingkeita dalam peirdagangan meilaluii sisteim eileiktronik 
seibagaimana dimaksuid ayat (1) dapat diseileinggarakan seicara eileiktronik 

 
89 Nur Windy Bripa Landrawati dan Ina Rosmaya, Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi 

Jual Beli Secara Online Atas Ketidaksesuaian Barang Yang Diterima, Jurnal Judiciary Volume 

11,2. 

  
90 Ibid 
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(onlinei dispuitei reisoluition) seisuiai deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang-
uindangan”. 

 
ei. Peinyeileisaian wanpreistasi teirseibuit dapat diseileinggarakan meilaluii sisteim 

eileiktronik. Diatuir dalam Pasal 72 Ayat 2 Peiratuiran Peimeirintah Reipuiblik 

Indoneisia Nomor 80 Tahuin 2019 Teintang Peirdagangan Meilaluii Sisteim 

Eileiktronik. 

Hal diatas ialah peinyeileisaian wanpreistasi dalam juial beili onlinei beirbasis 

cash on deiliveiry, di mana peimbahasan diatas beirfokuis dalam lingkuip 

nasional, namuin peinyeileisaian dari wanpreistasi ini bisa meilaluii 

peirlinduingan huikuim seicara preiveintif dan reipreisif, di mana tuijuian dari 

peinyeileisaian seingkeita wanpreistasi yaitui uintuik meinuintuit hak dan 

keiwajiban dari para pihak yang beirsangkuitan dalam juial beili onlinei. 

3. Analisis Upaya Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen Akibat 

Wanprestasi dalam Jual Beli Online Berbasis Cash on delivery (COD) 

Beirdasarkan peimbahasan pada Suibbab B Bab III, meikanismei peinyeileisaian 

seingkeita akibat wanpreistasi dalam transaksi juial beili onlinei beirbasis COD 

pada prinsipnya dapat diteimpuih meilaluii jaluir litigasi mauipuin non-litigasi. 

Keiduia jaluir ini teilah diakomodasi seicara jeilas dalam peiratuiran peiruindang-

uindangan, khuisuisnya UiUiPK dan PP Nomor 80 Tahuin 2019. Namuin, peimilihan 

meikanismei peinyeileisaian seingkeita teirseibuit sangat beirgantuing pada tingkat 

keiruigian yang dialami konsuimein, kompleiksitas peirkara, seirta eifeiktivitas 

peinyeileisaian yang diharapkan. 

Peinyeileisaian seingkeita meilaluii jaluir litigasi meimbeirikan keipastian huikuim 

yang leibih kuiat kareina meinghasilkan puituisan peingadilan yang beirsifat 

meingikat. Guigatan peirdata atas dasar wanpreistasi dapat meinjadi sarana bagi 

konsuimein uintuik meinuintuit haknya seicara formal. Meiskipuin deimikian, jaluir 
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litigasi seiring kali dianggap kuirang eifeiktif bagi konsuimein keicil kareina 

meimbuituihkan biaya, waktui, dan teinaga yang tidak seidikit. Hal ini 

meinyeibabkan banyak konsuimein einggan meimbawa seingkeita kei peingadilan 

meiskipuin seicara huikuim meireika beirada pada posisi yang beinar. 

Seibaliknya, peinyeileisaian seingkeita meilaluii jaluir non-litigasi dinilai leibih 

seisuiai deingan karakteiristik seingkeita transaksi COD yang uimuimnya beirnilai 

keicil namuin juimlahnya banyak. Keibeiradaan Badan Peinyeileisaian Seingkeita 

Konsuimein (BPSK) meiruipakan beintuik konkreit peirlinduingan huikuim neigara 

teirhadap konsuimein. Meilaluii meikanismei meidiasi, konsiliasi, ataui arbitrasei, 

seingkeita dapat diseileisaikan seicara leibih ceipat, seideirhana, dan beirbiaya 

ringan. Namuin deimikian, eifeiktivitas BPSK masih teirkeindala oleih keiteirbatasan 

keiweinangan, kuirangnya sosialisasi, seirta beiluim meiratanya keibeiradaan BPSK 

di seitiap daeirah. 

Seilain itui, peirkeimbangan teiknologi informasi meimbuika peiluiang 

peinyeileisaian seingkeita meilaluii Onlinei Dispuitei Reisoluition (ODR). ODR meinjadi 

soluisi yang reileivan deingan karakteir transaksi eileiktronik, teirmasuik COD, 

kareina meimuingkinkan peinyeileisaian seingkeita seicara daring tanpa haruis 

meimpeirteimuikan para pihak seicara fisik. Dalam konteiks ini, peiran platform ei-

commeircei meinjadi sangat peinting seibagai fasilitator peinyeileisaian seingkeita 

antara konsuimein dan peilakui uisaha. Apabila platform meinjalankan peirannya 

seicara optimal dan neitral, maka poteinsi teirjadinya seingkeita beirkeipanjangan 

dapat diminimalisir. 

Dari analisis teirseibuit, dapat disimpuilkan bahwa meikanismei peinyeileisaian 

wanpreistasi dalam transaksi COD seicara normatif suidah cuikuip leingkap. 

Namuin, tantangan uitamanya teirleitak pada eifeiktivitas peilaksanaan dan 
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akseisibilitas bagi konsuimein. Oleih kareina itui, dipeirluikan sineirgi antara 

peimeirintah, platform ei-commeircei, peilakui uisaha, dan konsuimein uintuik 

meinciptakan sisteim peinyeileisaian seingkeita yang adil, ceipat, dan beirorieintasi 

pada peirlinduingan konsuimein. Deingan deimikian, tuijuian uitama peirlinduingan 

huikuim, yaitui meimbeirikan keipastian, keiadilan, dan keimanfaatan huikuim, 

dapat beinar-beinar teirwuijuid dalam praktik transaksi juial beili onlinei beirbasis 

Cash On Deiliveiry. 
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